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KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) UNTUK PAKET PEKERJAAN JASA KONSULTANSI 

PEMBUATAN DOKUMEN MANAJEMEN RESIKO SPBE 
 

 

 

Uraian Pendahuluan 

1. Latar Belakang : a. SPBE adalah suatu upaya untuk mengembangkan 

penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu 

penataan sistem manajemen dan proses kerja di Lingkungan 

Pemerintah Daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan 

teknologi dan informasi dan komunikasi. 

b. Penerapan Teknologi dan Informasi yang baik akan mendukung 

proses penentuan arah kebijakan organisasi. Dukungan teknologi 

dan informasi bagi Pemerintah Daerah diperlukan untuk 

menunjang kelancaran setiap kegiatan organisasi dalam 

menjalankan berbagai fungsi organisasi. 

c. Maka dari itu, di dalam PERPRES no.95 tahun 2018 tentang SPBE 

telah diamanatkan untuk membangun Arsitektur SPBE sebagai 

kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, 

data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan 

keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang 

terintegrasi. 

 

2. Maksud dan 

tujuan 

: a. Maksud 

Maksud pengadaan jasa konsultansi Pembuatan Dokumen 

Manajemen Resiko SPBE adalah agar dokumen ini dijadikan 

landasasan berpikir, standarisasi, pentahapan, dan implementasi 

bagi pengembangan SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Papua 

Barat yang komprehensif, efisien, efektif, dan terpadu. 

 

b. Tujuan 

Tujuan pengadaan jasa konsultansi Pembuatan Dokumen 

Manajemen Resiko SPBE adalah untuk memberikan panduan 

dalam pelaksanaan Resiko yang terjadi dalam Data dan 

Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan 

SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu. 
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3. Sasaran : Sasaran dari Pembuatan Dokumen Manajemen Resiko SPBE 

adalah tersedianya Dokumen Manajemen Resiko SPBE yang 

sesuai dengan kondisi daerah. 

4. Lokasi 

pekerjaan 

: Lokasi pekerjaan: 

a. Perkantoran Gubernur Arfai Manokwari 

5. Sumber dana 

dan perkiraan 

biaya 

: a. Sumber dana: DAU APBD Tahun Anggaran 2024 

b. Total perkiraan biaya yang diperlukan: Rp 99.000.000,00 

(Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah) 

6. Nama dan 

organisasi 

Pejabat 

Pembuat 

Komitmen 

(PPK) 

: a. Nama PPK : Frengky Otto Isir, ST 

b. Satker : Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan 

Statistik Provinsi Papua Barat 

Data Penunjang 

Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan 

7. Data Dasar : a. Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

b. Peraturan Presiden no. 132 tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE 

Nasional 

c. Surat Edaran Mentri PANRB no. 18 tahun 2022 tentang 

Keterpaduan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 

d. Pedoman Mentri PANRB no. 6 tahun 2023 tentang Tata Cara 

Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) 

e. Peraturan Gubernur No. 33 tahun 2023 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Ruang Lingkup 

8. Ruang lingkup 

pekerjaan 

 

:   Manajemen Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

9. Keluaran : Dokumen Manajemen Resiko SPBE Pemerintah Provinsi Papua 

Barat 

10 Jangka waktu 

penyelsaian 

pekerjaan 

: 60 hari kalender 

 

11 Personel : 

Posisi 

Kualifikasi 
Jumlah 

Orang 

Tingkat 

Pendi-

dikan 

Jurusan 
Penga

-laman 

Status 

Tenaga 

Ahli 

 

Enterprise 

Arsitektur 

S1 Teknik 

Informatika/ 

Sistem 

5 

tahun 

Team 

leader 

1 org  
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Informasi/Ilmu 

Komputer 

Sistem 

Analis 

S1  Ilmu 

Pemerintahan 

2 

tahun 

 1 org 

Tenaga Pendukung 

Surveyor(

Database 

Managem

ent 

S1  Teknik 

Informatika/ 

Sistem 

Informasi/Ilmu 

Komputer 

2 

tahun 

 1 org 

Administra

tor 

SMA 

sederajat 

SMA   1 org 

 

12 Jadwal Tahapan 

Pelaksanaan 

Pekerjaan 

 

: a. Identifikasi Kebutuhan 

b. Pengumpulan data dan dokumen 

c. Observsi dan Wawancara 

d. Analisis gap dan kebutuhan 

e. Penyusunan dokumen 

f. Pelaporan  

Laporan 

13 Laporan Akhir : Laporan Akhir memuat: Ruang Lingkup Dokumen Manajemen 

Resiko SPBE. 

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 60 (Enam Puluh) 

hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 2 (dua) buku laporan 

dan media penyimpan data (compact disc/flashdisk/dll). 

Hal-Hal Lain 

14 Produksi Dalam 

Negeri 

: Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus 

dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali 

ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan 

keterbatasan kompetensi dalam negeri. 

15 Alih 

Pengetahuan 

: Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk 

menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih 

pengetahuan kepada personel satuan kerja Pejabat Pembuat 

Komitmen Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik 

Provinsi Papua Barat 

                                                                               Manokwari, 28 Maret 2024 

 
 Disusun oleh 

Pejabat Pembuat Komitmen 
 

ttd 
 

FRANS P.ISTIA. S.Sos,MM 
NIP. 196903101991031017 

 


